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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR (O TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS ROPERASI DAN USAHA MIRKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 16 Tabhun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kera Dinas Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 4 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Koperast dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : 1. Undanp-Undang Nomaor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Linglaongan Deerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20};

2. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Polkok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) scbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 199% Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890); .

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemcrintahan Daerah {Lembaran Megara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara
Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
48441,

4. Undang Undeng HMNomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 5234);

5. Persturan Pemeriniah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Padang {Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Momor 3 164};

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran MNepgara Nomor 4263) sebagaimana
telah dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 (Lemharan Negara Tahun 2009 Nomor 164);

s



7. DPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tshun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578}

8 Perasturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah,
Pemnerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
kKabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisas: Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Orpanisasi Peranpgkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

[1. Keputusan REersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomaor
01/SKEB/M.PAN/4/2003 Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pclaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2002 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pepawal Neger Sipil;

12. Persturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 04);

13, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimans
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
14 Tahun 2012 [Lembaran Daerah Kola Padang Tahun 2012

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).
MEMUTISKAN :

Menetapkan @ PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOHK DAN FUNGSI DINAS HOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH.

BAE I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dunaksud dengan :
1. Daerah adalah kKota Padang;

2. Walikota adalah Walikota Padang;

3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keril dan Menenpah adalah Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Padang;

4. Kepela Dines adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Milao, Kecil dan
Menengah Kota Padang,

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Koperast dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;



111.
11.

12.

13,

14,

15.

16,

1°7.

15.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Milao,
Kecil dan Menengah;

Kepala Sub Bapian adaliah Kepala Sub Bagian pada Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecll dan Menengah;

Kepala Seksi adalah Kepala Seks: pada Dinas Koperast dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menenpiah;

Keperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan
Hultum Koperasi dengun berlanduskan kegiatannyva berdasarkan prinsip
Koperasi sckaligus scbagai gerakan ckonomi ralkgrat vang berdasarkan atas azas
kekelnargaan;

UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang menenuhi kretena Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008;

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktil yang berdin sendiri, yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi hagian baitk ingsung maupun fidak lunpsung dar Usaha Menengah
atatt Usaha Besar yvang memenuhi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008;

Usaha Mencngah adalah usaha ckonomi produlctif yang berdir: scndiri, vang
dilakukan olel orang perorangan atau badan usaha vang bukan merupakan
anak perusashaan atau cabang perusahaan yang dimibiki, dikuasal, atas
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
Ussaha Besur dengan jumlah kekayaan bersih atau

Koperasi Simpan Pinjam selanjuinya disingkat KSP adalah koperasi yang
usahanva khusus bergerak dibidang Simpan Puyéain;

Usaha Simpan Pinjam sclanjutnya disingkat TSP salah satu unit usaha dan
Koperasi yang berperak dibidang Simpan Pinjam,;

iklim Usaha adalah kondisi vang diupayskan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara
sinergis melalui penctapan berbagai peraturan perundang-undangan dan
kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah memperoieh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan
dulkungan berusaha yang seluas-luasnya;

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Femerintah Daerah,
Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan ikhm
dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah schingga
mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

Penigembangan adalah upava yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikeo, Kecil dan
Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan
perkuatan untuk menumbuhkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro,

Kecil dann Menengah;

BAB I1
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
Susunan Orpanisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Mencngah, terdiri
dart :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretanat, terdin dan :

1. Sub Bagian Umum;



2. Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Perencanaan, lerdin dari ;
1. Seksi Program dan Pendataan,
2. Seksi Monitering, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Bina Lembaga, terdiri dari :
1. Seks1 Kelembagaan Koperasi dan Usaha Miken, Kecil dan Menengeah;

2. Seksi Pendidilean, Pelatihan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.

e. Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan YMenengah;

2. Sekst Fasilitasi Permmodalan.
f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari ;

1. Seksi Pengendahian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Mcnengah;

2. Beksi Penilaian Kesehatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

EAR TII
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

(1} Kepala Dinas mempunyai wigas memimpin dan memanajemerni
penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah {(UMKM)

tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
demi tervmjudnya Koperssi dan UMKM berkualitas, berakhlak mulia, dan

berdaya saing tinggi.

(2) Untuk mcnyelenggarakan tugas sebagaimana dimalksud pada aysat [1), Kepala

Dinas mempunyai fungsi :

a, merumiiskan sasaran kebijakan teknis biding Koperasi dan UMERM
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian
koperasi dan UMKM berkualitas, berhasil dan berdaya guna;

b. merumuskan program kerja Dinas koperasi dan UMKM berdasarkan
ketenluan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan
koperasi dan UMKM dapat terukur secara tepat dan optimal,

c. mengkoordinasikan penyelenggarasn urusan koperast dan UMKM dengan
para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebyakan dengan baik;

d. mengendalikan penyelenggarsan urusan koperasi dan UMKM berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjags
mutn dan efisiensi koperasi dan UMKM;

@, membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UMEM
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian
hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;

f. mengarahkan penyelenggaraan urusan kopcrasi dan UMKM berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya peclaksanaan
tugas yang tepat sasarai,

g. menyelenggarakan urusan koperasi dan UMEM dan tugas pembantuan
meliputd manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunsan sumber
daya manusia yang berkualitas;



(1)

(2)

(3)

(1)

(2]

(3}

h. mengevaluasi penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM berdasarican
ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahiui keberhasilan
pelaksanaan tugas secara komprehensif:

. melaporkan penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM secara periadik
berdasarkan keteniuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk
akuntablitas kinerja:

I- pengpuna anggaran dinas:

k. pengguna barang dinas; dan
melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

r—‘.

Bapian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sckretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnys
berada di bawah dan bertanggung juwab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan
pelayanan admimstrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perikanan dalam urusan
umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepepawaian, urusan
kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2,
wekretariat mempunyal fungsi :
H. menyusun administrasi kepcgawalan, perlengkapan dan peralatan, urusan
rumah tangega dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun
evaluasi dan pelaporan;

c. meningkatkan sumber daya manusia; dan

d. membuat cvaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecdil dan Menengah; dan

¢. melaksanalkan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atesan sesusai
dengan tupas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 4

Sub Bagian Umum dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tigasnya berada di bawah dan berlangpung jawab kepada
Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai tupas membantu Sckretarnis melaksanakan
urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, peralatan
dan perlengkapan dinas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pade ayat {2)

adalah :
a. mengelola surat masuk dan surat keluar;

mengelela kearsipan;

mengelola administrasi kepegaweaian;

mclaksanakan nrusan humas;

melaksanakan urusan penpadaan peralatan/perlenpkapan, pencatatan
penyimpanan, pendistribusian,

melaksanakan urusan pemelibarasn /fperawatan alai-alat kantor;

g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan

Moo

-



h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 8

(1} Sub Bagian Keuangan dipimupin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugssnya berada di bawah dan bertanggung jawab Lkepada
Sekretaris.

12} Sub Hagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan
pengelolaan administrasi keuwangan yang melipufi penyusunen rencana
anggaran pendapatan  dan  belanja  dinas, verfikasi, perbendaharaan,
penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;

{3} Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
adalah :
a. menyusun program  dan  rencana  keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan,

c¢. menyiapkan Kelengkapan Surat Perintah Pembayuran Uang Persediaan,
Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintash Pembayaran
Tambahan Uang, Surat Perintah Pembayaran Langsung gaji dan tunjangan
PNS scrta penghasilan lainnya;

d. melakukan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban,;

. mempersiapkan bahan perfanggung jawaban dan menyiapkan Eapaoran

keusnpan;

f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g. menyusun laporan bulanan, trmwulan dan tahunan keaangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. membuat evaluasi dan laporan pelalksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
dan

i, melaksanalan tupgas kedinasan lain vang diberikan coleh atasan sesua
dengan tugas dan fungsinya.

b

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan

Pasal B

(1} Bidang Perencanaan dipumpin oleh seorang Kepala Bidang vang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(3] Bidang Perencanaan mempunyal tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, pengumpulan dan
pengolahan data serta mekikukan monitoring, evaluast dan laporan kegralan

dinas,

(3 Untuk menyclenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayatr (2), Bidang

Perencanaan mempunyai fungsi ;
A, menyusun rencana dan program serla pengumpulan dan pengolahan data

Koperasi dan UMKM;
k. menyviapkan bahan monitoring, evaluas: dan pembinaan Koperasi dan

UMEKM;
c. menyiapkan bahan laporan hasil pembinaan Koperasi dan UMKM;



- memimpin dan mengadakan rapat secara berkala dilingkungan Bidang

Perencanan,

membuat evaluasi duan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanuaan; dan
melaksanukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
denpgan tugas dan fungsinya.

Parapraf 1
Seksi Program dan Pendataan
Pasal 7

{1} Seksi Program dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang dalam
mclaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perencanaarn.

(2} Seksi Program dan Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Perericanaan dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan
pendataan Koperasi dan UMEKM.

(3) Penjabaran tugas Seksi Program dan Pendataan sebapaimana dimaksud pada
ayat (2] adalah :

= a. mempersiapkan, merumuskan rencana program, rencana kerja dan kegiatan
dinas serta pendataan koperasi dan UMKM,
b. melakukan pemetaan Lerhadap Koperasi dan TUMEM.
c. menypkan database serta menycbarkan informasi perkembangan Koperasi
dan UMKM
d. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain serta dinas/instansi terkait
e, menyvusun rencana strategis dinas Koperasi dan UMEKM,
f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Program dan
Pendataan; dan
g. melaksanakan tugas lkedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 8
o (1) Sekss Monitonng, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanalkkan tugasnya berada dibawah dan bertanppung jawab
kepada Kepala Bidang Perencanaan.

[2) Seksa Monitenng, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Perencanaan dalam mempersiapkan balian monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegatan dinas.

(3

Penjabaran tugas Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) adalah :

a.

b.

mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan secara
berkala;

melakukan penelzahan dan mengajukan saran penyusunan program dan
rencana kerja dinas serta pengembangan Koperasi dan TJMKM;

melakukan monitering dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas
mengkoordinasikan dengan bidang lain dilingkungan dinas dalam rangka
penyusunan laporan balk perkembangan Koperasi dan UMKM, muaupun
laporan lisik kegiatan;

mengevaluast dan melaporkan tugas Seksi Monitoring, Evalnasi dan
Pelaporan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesua
dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keempal
Bidanpg Bina Lembaga
Pasal 9

(I} Bidang Bina lembaga dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggunyg jawah kepada kepala
Dinas.

[2) Bidang Bina Lembaga mempunyal tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan pembinaan kelembaguan Koperasi dan UMKM, serta pendidikan
pelatinan dan penyuluhan Koperasi dan UMKM.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Bidang
Bina Lembaga mempunyai fungsi :

d.

<.

menyusun kebijakan teknis  pembinaan kelembapaan, pelatihan dan
penyuluhan Koperasi dan UMKM;

mengkeordinasikan kerjasama antar bidang, dinas, lembaga dan badin
lainnya;

melaksanakan jaringan informasi dan komunikasi, konsultasi bisnis dan
kewirausahuan Koperasi dan UMKM;

. memimpin dan mengadakan rapat secara bherkala dilingkungan Bidang Bina

Lembaga.

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan lugas Bidang Bina Lembaga;
dan

melaksanskan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan funpsinya.

Parapraf 1
Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Pasal 10

(1) Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang dalam melalcsanskan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Bina Lembagsz,

(2) Selesi Kelembagaan Koperasi dan UMKM mempunyal tugas membantu Kepala
Bidang dalam menyusun kebijakan wkms kelembagaan Koperasi dan UMKM

(3]

Penjabarun fupgas Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} adalah ;

a.

—
=

melaksanakan admmistrasi penpesahan akle pendinan/badan hukum,
perubahan anpgaran dasar, penggabungan dan atan pelecburan, pembubaran
Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro, scria penpgesahan stisunan pengurus
dan pengawas Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro;

menerbitkan administrast surat izin unit KSP/USP dan mitra binaan UMKM
nielakukan pemeringkatan Keperasi dan penilaian Koperasi barprestasi;
melaksanakan pemngkatan status kelembagaan serte  perlindungarn,
penyelesaian Koperasi/UMEM dan LKM tidak altif;

mengidentifikasi dan melaksanakan pembinaan kelembagaan KSP/USP-
Koperasi Fola Konvensional dan Pola Syariah;

memberikan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan penanaman
modal penyertaan pada Koperasi:

melakmulkan pembinaan kelembagaan keperasi dan Dewan Koperasi Indonesia
Daeral:;

. niemfasiitasi penyusunan produk hukum daerah;

mengeviluas) dan melaporkan pelaksanoan  tugas Seks Kelembagaan
Koperasi dan UMEM; dan '



J.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyvuluhan
Pasal 11

{1) Beksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan dipimpin oleh secrang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertangpung
jawab kepada Kepala Bidang Bina Lembaga.

(2) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, magang, study banding dan
mengembangkan budayva kewirausahaan bagi Koperasi dan UMEKM.

(3) Penjabaran tugas Scksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan sebagairmana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

d.

menyusun rencana pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
Koperasi dan UMKM secrta pemasyarakatan  dan pembudayaan
kewirausahaan;

mengkoordinir dan menghimpun materi  pendidikan, pelatihan  dan
penyuluhan serta memyiapkan sarana, alat peraga, alat bantu bahan
pengajaran untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
menyebariuaskan dan memberikan informasi pelatihan perkoperasian, LKM
dan UMKM vang meliputi brosur, bulletin dan media cetak lainnya;

. melaksanakan Sosialisasi, melakukan Magang seria Study Bunding Koperasi

dan UMKM baik dalam maupun luar negert

mclakukan konsultasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah scrta
lembaga pelatihan terkait lainnya;

menghimpun, oengolah, mempublikasikan dan menyimpan dokumentasi
kegiatan Dinas Koperas: dan UMKM,

melakukan evaluasi pra proses dan akhir pelaksanasn pendidikan dan
pelatihan kepada Koperasi dan UMKM,;

. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan,

Pelatihan dan Penyuluhan,; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesoa:

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidanpg Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan
Pasal 12

(1) Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan dipimmpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permedalan mempunyal tugas membanly
Kepala Dinas dalam pembinaan usaha dan memfasilitasi permodalan Koperasi
dan UMEKM.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud pada ayat (2}, Bidang
Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan mempunyal fungsi .

a.

b.

menyusun kchijakan teknis dibidang usaha dan permedalan Koperam dan
UMKM;

mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kebijakan
teknis dibidang usaha dan fasilitas permodalan Koperas: dan UMKM,



C.

melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, Lembaga, Badan
lainnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan fasilitasi
permodalan Koperasi dan UMKM:

. menylapkan bahan perumusan Kebijakan Telmis pemberian bimbingan

terhadap Kopcrasi dan UMKM dibidang teknologi, produksi, pemasaran,
promosi, informasi, jaringan aneka usaha dan kemitraan.

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha dan
Fasilitasi Fermodalan; dan

melaksanakan lugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
denpan lugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMEM
Pasal 13

(1) Seksi Penngembangan Usahu Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan.,

(2] Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan menyusun kebijakan
tekknis Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM.

(3) Pemjabaran tugas Scksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) adalah ;

4.

mengumpulkan data dan bahan tentang Koperast dan UMKM dibidang
produksi, teknologi, informasi, promosi, pemasaran, kemitraan dan jaringan
usaha;

menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan usaha Koperasi dan
UMKM dibidang produksi, teknologi, informasi, promosi, pemasaran,
kemitraan dan jaringan usaha;

menyelenggarakan kontak bisnis, promosi dan pameran dibidang usaha
Koperasi dan UMKM baik lokal, regicnal, nasional maupun luar negeri;
melaksanakan temu usaha kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan
badan usaha milik negara, perbankan dan usaha besar;

memfasilitasi dan memberikan kemudahan terhadap Koperasi dan UMKM
dibidang perizinan dan perlindungan;

memiasilitasi pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual, Label Halal,
(expired/kadaluarsa) dan Kemasan (Packing) produk Keperasi dan UMKM;
memfasilitasi penyediaan prasarana bagi Koperasi dan UMKM dalam rangka
peningkatan daya saing usaha;

memberikan bimnbingan usaha melalui inkubator bisnis;
menumbuhkembangkan Prussiness Development Service, Sentra-sentra dan
khister UMKM:

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan
Usaha Keperasi dan UMKM; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Scksi Fasilitas] Permodalan
Pasal 14

(1) Seksi Fasilitasi Permodalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepadsa Kepala
Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan.



(2) Seksi Fasilitasi Permodalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina
Usaha dan Fasilitasi Permodalan menyusun kebijakan telknis dibidang Fasilitasi
Permodalan Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro dan UMEM,

(3} Permjabaran tugas Seksi Fasilitasi Permodalan sebagaimanea dimaksud pada ayat
(2] adalah ;

d.

b,

mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisa data permeodalan Kuperasi,
Lernbaga Keuangan Mikro dan UMKM;

memfasilitasi akses dalam penyediaan pembiayaan hagi Koperasi, Lembaga
Keuangan Mikro dan UMKM yang meliputi kredit program dan non program,
kredit perbankan, penjaminen Lembaga Keuangan Non Dank, Modal
Ventura, Pmjaman dari bagian Laba BUMN, Hibah dan [Dana Bergulir
lainniya;

mengelola dana bergulir yang bersumber dari APBD Kota Padang

- memfasilitasi pembentukan kelompok kerja keuangan dana bergulir yang

bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota:

menylapkan bahan rapat koordinasi dengan kelompok kera dan
Lembaga fInslans) terkait dalam pemecahan masalah dana bergulir;
merniasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dengan kelompok
kerja dan lembaga/instansi terkait dalam pelaksanaan program dana
bergulir;

mengevaluast  dan  melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi
FPermodalan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesua

dengan tugas dan fungsinya.

Bapian Keenam
Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 15

(1) Bidang Pengendalian dan Penpawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
vang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertangpung jawab
kepada Kepala Dinas.

{Z] Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyal tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan
Koperasi dan UMEM.

(3) Unwk menyvelenggarakan tupes sebapaimans dimaksud pada avat (2), Bidang
Pengendalian dan Pengawasan, mempunyai fungsi ;

a.l'

menyusun kebyakan teknis dibidang pengendalian, pengawasan dan
pemertksaan Koperasi dan UMEKM;

meciaksanakan koordinasi dan kerjasama pengendalian, penipawasan dan
pemeriksaan Koperasi dan UMKM dengan unit kerja lain;

melaksanakan jaringan ifformas) dan penyelesaian permasalahan Koperasi

dan UMEKM;
membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan

Pengawasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuat

dengan tugas dan funpsinya.



Paragraf 1
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMEM
Pasal 16

(I} Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh
seorang Kepala Seles: yang dalam melaksanakan tuigasnya berada dibawah dan
bertangsung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan,

[2) Hekst Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan UMKM
menyusun kebijjakan teknis dilndang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi
dan UMKM, serta melakukan audit akuntansi dan audit manajemen.

(3] Penjabaran tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kopcrasi dan UMKM
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. merencanakan, mengumpulkan dan mengolah dista  dslam rangka
penyusunan kebijakan teknis dibidang penpgendalian dan pengawasan
Koperasi dan UMKM,

b. melakukan pemeriksaan serta audil akuntansi dan audit manajemen atas
administrasi pembukuan usaha Keperasi dan UMKM;

¢. memberikan bimbingan dan  pelunjulk dalam penggunsan dan
pengembangan fasilitas yang diperoleh Koperasi dan UMKM;

d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kredit program dan non
program dan dana bergulir lminnya yang diperoleh Koperasi, LKM dan
UMEKM:

e. memberikan pembinaan dan bimbingan teknis tentang cperasional KSP-USP
Koperasi, LKM dan UMEKM,

f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Koperas) dan UMKM; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh atasan sesuai
dengan lugas dan lungsinya.

Paragral 2
Scksi Penilaian Kesehatan Koperasi dan TMEM
Pasal 17

(I} Scksi Penilaian Keschatan Koperast dan UMEM dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi vang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawahb kepada Kepala Bidang Pengendalien dan Pengawasan.

[2) Seksi Penilaian Kesehatan Kopermsi dan UMKM mempunyal tugas membantu
Kepala Bidang Penilaian Keschatan Koperasi dan UMKM menyusun kebijakan
teknis dibidang Otonomisasi dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam KSP/USF
Koperasi;

(3] Penjabaran tugas Seksi Penilalan Kesehatan Koperasi dan UMKM scbhagaimana

dimaksud pada ayat [2) adalah .

a. mempersiapkan, mengolah dan merumuskan program otonomisasi dan
penilaian kesehatan Simpan Pinjam KSP/USP Koperasi;

h. melaksanakan pemisahan neraca dan penilaian kesehatan Simpan Poyam
KSP/USF Koperasi;

¢, melaksanakan bimbingan teknis terhadap KSP/USP Koperasi dibidang
otonomisasi dan penilaian kesehatan Simpan Pinjam KSP/USP Koperas ;

d. memberikan bimbkingan dan pembinaan teknis tentang pola pinjaman
dengan sistim konvensional dan pela syanal;

€. melakukan penilaian keschatan KSP/USP Koperasi dalam kategori papan
bawah, papan tengah dan papan atas;

f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanasn tugas Seksi Penilaian Kesehatan
Koperasi dan UMKM; dan

g, melaksanakan tugas kedinmsan lain yanpg diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.



BAE IV
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 35), dan
Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlalu.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Destmber 2o\

WAL ANG

Diundangkan di Padang
pada tanggal aé ‘ik CvL Ler 200

H. RIL BASYIR,
Pembina Utama Muda
NIP-19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 0D



